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KATA PENGATAR 

 

 

Puji syukur senatiasa kami ucapkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 

2023. Dokumen ini kami susun setelah Pelaksanaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 

Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 209 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran Kinerja Kecamatan Baron 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga 

diharapkan dapat memberika informasi tentang keberhasilan/kegagalan dalam 

melaksanakan Program/Kegiatan/SubKegiatan untuk mencapai indikator dan Target Kinerja 

serta mengarah terwujudnya tujuan dan sasaran Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 

Proses penyusunan dokumen ini tentunya tidak terlepas dari bantuan pihak yang memberi 

saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. 

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan 

sebagai bahan evaluasi bagi pihak – pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan 

kebijakan lebi lanjut. 

 

 

Nganjuk, 12 Januari 2024 

CAMAT BARON 

 

 

GUNAWAN WIBISONO, S.STP 
PEMBINA 
NIP. 198110072000121001 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukanpengembangan 

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah 

sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai 

unsurpenyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sertakewenangan 

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatuperencanaan strategis yang 

ditetapkan oleh masing-masing instansi.Pertanggungjawaban dimaksud berupa 

laporan yang disampaikan kepadaatasan masing-masing, lembaga-lembaga 

pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden 

selaku kepalapemerintahan.Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi 

pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriNegara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah, bahwa Pemerintah Daerah 

maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PemerintahDaerah diwajibkan 

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) untuk 

memberikan pertanggungjawaban mengenaikinerja satuan kerja perangkat daerah 

serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan 

pada setiap tahunnya. 

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan BaronKabupaten 

Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yangdituangkan dalam 

bentuk LKjIP Kecamatan BaronTahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan 
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informasi mengenai kinerjaKecamatan Baronbagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan 

pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mengacu 

kepada Review Rencana Strategis Kecamatan BaronKabupaten Nganjuk Tahun 2018-

2023 yang merupakanpenjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 . Rencana Kinerja Tahun 

2023 Kecamatan Baron merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum 

AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 

yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah Kabupaten 

Nganjuk. 

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini 

disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran 

kinerja,Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact 

(dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja 

yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat. 

B. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah ( LAKIP ) : 

a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan 

dan Kinerja Instansi; 

b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014` tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

d) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 

069/2195/411.000/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk 
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C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor06 Tahun 2022 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan, mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut : 

I. TUGAS POKOK  

Camat mempunyai tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewengan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan 

Otonomi Daerah. 

II. FUNGSI 

Camat menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;  

b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;  

c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;  

d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;  

e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;  

f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;  

g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Bupati;  

h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan  

i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan 

Pemerintahan Desa.  

1. Sekretariat  

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan 

administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan 

koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.  

a. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:  

b. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian 

pelaksanaan teknis;  
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c. pengelolaan urusan keuangan;  

d. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha 

perlengkapan;  

e. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan  

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan 

dengan tugasnya.  

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:  

a. melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;  

b. melaksanakan pengelolaan keuangan;  

c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 

keuangan; dan  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:  

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;  

b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;  

c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan 

kemasyarakatan;  

d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan; 

e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan 

administrasi kepegawaian;  

f)  melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan  

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  
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2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik  

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:  

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan 

instansi vertikal terkait;  

b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan;  

c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

kecamatan;  

d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan 

minimal di wilayah kecamatan;  

e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah kecamatan;  

f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah 

dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan 

prasarana umum;  

g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

yang melibatkan pihak swasta;  

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan 

perizinan;  

i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;  

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan 

lain yang dilimpahkan; dan  

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat  

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:  

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat 

untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan 

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;  
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b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja 

kecamatan;  

c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat 

di wilayah kecamatan;  

d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;  

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;  

f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan  

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

4. Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum  

Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:  

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 

dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka 

Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);  

b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;  

c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat;  

d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas 

dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan 

/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, 

konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;  

f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;  

g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat 

beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas 

keamanan lokal, regional dan nasional;  
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h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan 

pancasila;  

j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan 

merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi 

vertrikal;  

k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan  

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:  

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala 

desa;  

b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;  

c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan 

aset desa;  

d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;  

e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;  

f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;  

g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan 

permusyawatan desa;  

h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian 

perangkat desa;  

i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;  

j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan;  

k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan 

pihak ketiga;  
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l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang 

desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat desa;  

m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;  

n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan 

di wilayah kecamatan; dan  

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  

Sebagai ilustrasi Struktur Kepegawaian di Kecamatan Baron Kabupaten 

Nganjuk, dapat dilihat dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan : 

No Uraian Eselon 

I 

Eselon 

II 

Eselon 

III 

Eselon 

IV 

Staf Jumlah 

1 Camat   1   1 
2 Sekretaris   1   1 

3 Kepala Seksi     4  4 

4 Kepala Sub-bag    2  2 

5 Staf ASN     12 12 
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SARANA DAN PRASARANA 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk beralamat di Jalan Raya Baron No 134 

Kode Pos 64394. 

Tanah dan Gedung  yang digunakan adalah Milik Kantor Kecamatan Baron 

dengan luas 1800 M2, digunakan sebagai bangunan terdiri dari Ruang Camat, Ruang 

Pelayanan, Ruang Sekretaris/Kasi dan staf, Pendopo, Rumah Dinas, Musholla, Ruang 

PKK, Gudang,  kamar mandi. Ruang-ruang tersebut telah memadai untuk kelayakan 

dan kenyamanan dalam bekerja. 

Prasarana Penerangan Listrik telah memiliki instalasi sendiri, sehingga 

penggunaan Listrik sudah memadai, tetapi untuk memaksimalkan pelayanan publik 

diperlukan penambahan daya listrik agar bisa dipergunakan secara optimal. 

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada telah memadai akan tetapi masih 

diperlukan penambahan jumlah maupun spesifikasi kemampuan, sehingga 

diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap 

pada tahun mendatang. 

Kendaran Dinas Roda 4 (empat) 1 Unit, Roda 2 (dua) 3 Unit, dengan kondisi 

sedang, dan masih memerlukan pembaharuan/peremajaan. 

 

D. ISU – ISU STRATEGIS (Strategic issued) 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ada beberapa isu sudah dirumuskan didalam 

Renstra 2018-2023, namun seiring perjalanan perkembangan terutama 

Permasalahanpembangunandaerahmerupakanperkiraankesenjangan antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang 

ingin dicapai dimasa datang, dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. 

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Baron digunakan secara optimal, 

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang 

tidak dicarikan solusinya. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber 

daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat 

menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Baron 

dalamlima tahun mendatang (2018-2023) Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal 

yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam 

melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baron 

kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan 
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fungsi pelayanan Kecamatan Baron dalam memajukan pemerintahan, ada berbagai 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan peluang Kebijakan Penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati 

Nganjuk kepada Camatdi bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap 

potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagaian kewewenang 

Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan 

strategis falam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik mpotensi 

kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi Masyarakat dalam 

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsiguna pencapaian tujuan yang 

lebih besar yakni tercapainya visi kabupaten nganjuk. 

2. Optimalisasi partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan 

harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam 

penyelenggaran Pembangunan. 

3. Pelayanan Prima kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu 

memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat 

memiliki legalitas hukum dan tetntunya tetap mendasar pada prosedur serta pada 

tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelnggaran pelayanan prima tersebut 

maka diperlukan Standart pelayanan yang secara normative yang harus 

dikomukasikan kepada masayarakat harapanya denganadanya pelayanan prima akan 

memunculkan Kembali kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah, menciptakan 

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivasi 

Masyarakat. 

4. Peningkat sinergritas kecamatan  

Peningkatan sinergrtitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan 

keterpaduan kinerja antar penyelenggara dengan pemeerintah di wilayah kecamatan 

baron guna mempercepat pelaksanaan Pembangunan serta mengembangkan berbagai 

kreatifitas dan inofasi dalam penyelenggaran program Pembangunan guna 

peningkatan kesejahteraan Masyarakat, peningkatan tata Kelola pemerintahan desa / 

kelurahan yang baik serta peningkatan pemberdayaan masayarakat. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemeritah Kecamatan Baron 

Kabupaten Nganjuk tahun 2023 disajikan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Gambaran umum/Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 

D. Isu-isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapai organisasi 

E. Sistematikan Penulisan 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

A. Ikhtisar/ringkasan renstra/renja 

B. Perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian kinerja organisasi 

B. Realisasi anggaran 

BAB IV PENUTUP 
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BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. IKHTISAR/RINGKASAN RENSTRA/RENJA 

Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk wajib menyusun LKJiP sebagai 

bentuk Pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan 

fungsi dan urusan yang menjadi kewenagan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 

Penyelenggaran Pemerintahan yang baik (good govermance) memiliki 3 (tiga) 

landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Akuntabilitas dalam 

hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang dibentuk dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, mempunyai 

Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga 

daerah di bidang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan dan  Pelayanan Umum, 

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan. 

Dalam mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 

Tahun 2023 Kecamatan Baron adalah Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah 

Kecamatan, dengan rincian capaian kinerja sasaran strategis sebagai beikut : 

Sasaran Strategis 1 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2023 Realisasi 

 
1. 

 
Nilai sinergitas 
penyelenggaraan 
Pemerintah 
Kecamatan 

 
Nilai sinergitas 
penyelenggaraan  Pemerintah 
Kecamatan adalah penilaian 
untuk mengkonfirmasi kinerja 
perangkat Kecamatan dalam 
menjalankan pemerintah yang 
mempertahankan aspek : 

 
2450 

 
2450 
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1. Aspek Kesejahteraan; 
2. Aspek Pemberdayaan; 
3. Aspek Perokonomian; 
4. Aspek Perencanaan; 
5. Aspek Hukum; 
6. Aspek PKK; 
7. Aspek Trantib; 
8. Aspek Pemerintahan; 
 

Melalui LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan menjadi bahan perbaikan kinerja untuk 

kegiatan tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebagai perangkat daerah bertugas untuk 

menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana 

tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk 

2019-2023 sebagai berikut : 

A. Visi 

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat 

Baron Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun 

waktu 5 tahun(2018–2023) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam 

dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron adalah : 

Rumusanvisiyangditetapkandapatditelaahsebagaiberikut : 

 

 

 

 

B. Misi  

Misi didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2019-2023 yang akan di tunjang 

realisasinya dalam Tujuan Renstra kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah 

Misi 1(pertama) dan 2(dua) yaitu: 

a.  Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta memelihara 

kerukunan,ketentraman dan ketertiban. 

b.  Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi 
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masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. 

C. Penjelasan makna Misi diantaranya: 

1. Meningkatnyakualitaspelayanankepadamasyarakat 

2. MeningkatnyakedisiplinanPNS 

3.  Meningkatnya desa/kelurahan yang menyusun perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas 

4.  Meningkatnyapemberdayaanlingkunganhidupberbasispartisipasi masyarakat 

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

RencanaStrategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 

mempunyai sasaran strategis : 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan 
 

2. Meningkatnya efektifitas kordinasi tugas umum pemerintah pemberdayaan 
masyarakat desa dan trantibun 

 
3. Meningkatanya penyelenggaraan pemerintahkecamatan dan pembinaan 

pemerintahan desa /Kelurahan. 
 

Sasaran Strategis, Indkator dan Target KinerjaTahun 2023  

Kecamatan Baron 

Tabel 1.1 

No. SasaranStrategis IndikatorKinerja Target 

 
1. 

 
Meningkatnya kualitas pelayanan 
kepada masyarakat 

 
IndeksKepuasan 
Masyarakat (IKM)  

 
Baik 

 
2. 

 
Meningkatnya efektifitas 
koordinasi tugas umum 
pemerintahan, pemberdayaan 
dan trantibum 

 
Prosentase koordinasi 
ditindak lanjuti 

 
100% 

 
3. 

 
Meningkatnyapenyelenggaraanp
emerintah kecamatandan 
pembinaan 
pemerintahandesa/kelurahan 

 
Presentase Pemerintah desa 
yang melaksanakan tata 
kelola pemerintahan yang 
baik 

 
100% 
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Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron merupakan 

lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), yaitu ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 

tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakansebagai 

acuan organisasi perangkat daerah. 

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke 

dalamsejumlah program dan kegiatan yang memilikikesamaan perspektif dikaitkan 

dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan 

untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya 

organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut 

dariprogram. Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, 

disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron Kabupaten 

Nganjuk 2018- 2023 denganmengambil target tahun 2023 

B. PERJANJIANKINERJA 

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Tahun 2023 disusun berdasar 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja terdiri dari tiga 

sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Meningkatnyakualitaspelayanan Publik yang Prima 

2. Meningkat efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan 

Masyarakat desa dan Trantibun 

3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik 
 

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun2023 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

 
1. 

 
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik  
yang  Prima 

 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

 
Baik 

 
2. 

 
Meningkat efektifitas koordinasi Tugas 
umum Pemerintah Pemberdayaan 
Masyarakat desa dan Trantibun 

 
Prosentase koordinasi 
ditindaklanjuti 

 
100% 
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3. 

 
Meningkatnya Penyelenggaraan 
pemerintah kecamatan dan pembinaan 
pemerintahan desa/kelurahan 
 

 
Prosentase Pemerintah 
Desayangmelaksanakan 
Tata Kelola Pemerintahan 
yang baik 
 

 
100% 

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan 

anggaran Rp. 3.089.956.969,00  sebelum perubahan, setelah perubahan menjadi                 

Rp. 3.133.600.069,00  yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 ( sebaimana terlampir). 
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BAB  III 

AKUNTABILITASKINERJA 

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Baron merupakan perwujudan kewajiban 

Kecamatan Baron untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja 

Kecamatan Baron Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang 

dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

A.1.  Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) 

Tabel 3.1.1 
Realisasi Kinerja Tahun (2023) 

 
 

 

No. 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Kinerja 

 

Target 

Tahun  

2023 

 

Realisasi 

kinerja 

tahun (n) 

 

Capaian 

% 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

 
Sasaran 1 : 
Meningkatnyakualitaspelayanan 
administrasi terpadu  Kecamatan 
 

 
 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat  (IKM)  

 
 

Baik 

 
 

Kurang 
Baik 

 
 

70,87% 

 
2 
 

 
Sasaran 2 : 
Meningkatnya  efektifitas koordinasi 
Tugas umum Pemerintah  
Pemberdayaan dan Trantibun 

 
 
Prosentase koordinasi 
yang ditindaklanjuti 
 

 
 

100 % 

 
 

96 % 

 
 

96 % 

 
3 

 
Sasaran 3 : 
Meningkatnya  penyelenggaraan 
pemerintah kecamatan dan 
pembinaan pemerintahan 
desa/kelurahan 
 

 
 
Prosentase Pemerintah 
Desa yang 
melaksanakan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang baik 
 

 
 

100 % 

 
 

90,91 % 

 
 

90,91% 

Kesimpulan : 

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Adminitrasi terpadu Kecamatan 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk  mendapatkan Nilai Indek Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 70,87 % dengan capaian Target sebesar 100% Sesuai Review 

Rencana Strategis Kecamatan Baron Tahun 2018-2023,  tetapi dalam 

pelaksanan masih terdapat kendala antara lain : 

 Dalam Pelaksanaan IKM kualitas pelayanan administrasi terpadu  

Kecamatan dengan Indikator Kinerja  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dengan capaian 70,87 %, terdapat Penurunan nilai IKM Tahun 2023 
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dibandingkan Tahun sebelumnya dikarenakan Sumber Daya Manusia yang 

terdapat di Kecamatan Baron belum mampu untuk melayani masyarakat 

secara optimal, sehingga masyarakat pengguna layanan hanya sedikit yang 

memahami dan ikut berpartisipsi dalam pelayanan public, dan untuk 

tahun berikutnya Kecamatan Baron berusaha untuk meningkatkan 

pelayanan dengan baik. 

 Sumber Daya Masyarakat masih belum tanggap dalam Penyelesaian 

penangan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan  

pelayanan yang baik 

 Untuk mengukur Nilai IKM tahun 2023 dibawah ini 

 

 

2. Dalam rangka Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan 

pemberdayaan dan trantibum di wilayah Kecamatan Baron dengan indikator 

kinerja Koordinasi ke  desa yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%, tetapi 

dalam pelaksanaannya realisasi kinerja hanya 96% dan terdapat kendala 

Antara lain : 

 Dalam pelaksanaan meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum 

pemerintahan pemberdayaan dan trantibum yang ada di desa antara lain 

kurang Koordinasinya antara SDM yang di desa dengan SDM kecamatan 

dalam penanganan keamanan dan ketertiban yang ada di Desa 

 Untuk mengukur Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum 

pemerintahan pemberdayaan dan trantibum dengan rumus dibawah ini. 

   Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 

   

    Jumlah koordinasi yang rencanakan  

 

 

 

 

X 100% 

 
Nilai IKM = semester 1 + semester 2 
    2 
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3. Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan kecamatan dan pembinaan 

pemerintahan desa/kelurahan dengan indikator kinerja melaksanakan tata 

Kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Aplikasi EPDESKEL di Kecamatan 

Baron ada 10 Desa yang Tingkat perkembangannya Cepat Berkembang 

(90,91%)  dan 1 (satu) Desa yang berkembang (9,09%). Dari 10 Desa Cepat 

berkembang dan 1 Desa berkembang dapat di uraikan sebagai berikut : 

No DESA STATUS 
Bidang 

Pemerintahan 
Bidang 

Kewilayahan 
Bidang 

Kemasyarakatan 
Nilai 

Tingkat 
Perkembangan 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

1 Sambiroto DESA 220 86 199 505 
Cepat 

Berkembang 
 

2 Gebangkerep DESA 197 52 181 430 Berkembang  

3 Baron DESA 214 91 180 485 
Cepat 

Berkembang 
 

4 Waung DESA 227 95 209 531 
Cepat 

Berkembang 
 

5 Kemlokolegi DESA 222 58 178 458 
Cepat 

Berkembang 
 

6 Kemaduh DESA 212 77 188 477 
Cepat 

Berkembang 
 

7 Garu DESA 202 74 198 474 
Cepat 

Berkembang 

 

8 Jekek DESA 214 98 189 501 
Cepat 

Berkembang 
 

9 Katerban DESA 211 71 195 477 
Cepat 

Berkembang 
 

10 Mabung DESA 214 75 199 488 
Cepat 

Berkembang 
 

11 Jambi DESA 215 77 183 475 
Cepat 

Berkembang 
 

 Dari table diatas terdapat 10 Desa yang ada di Kecamatan Baron dengan 

tingkat berkembang cepat dan 1(satu ) desa yang masih berkembang 

sehingga masih diperlukan peningkatan dengan cara meningkatkan tata 

kelola Pemerintahan Desa dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara 

berkala terhadap Pemerintah Desa dan juga meningkatkan kualitas hidup 

dan ekonomi di Pedesaan melalui perbaikan infrastruktur, pelayanan 

publik dan mendorong peningkatan usaha Desa. 

 Mendorong Sumberdaya Manusia untuk mengisi semua kegiatan pada 

aplikasi EPDESKEL 

 Berikut ini Rumus kegiatan : 

   Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang 

                Jumlah Desa/Kelurahan   

 

 

X 100% 
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A.2.  Perbandingan realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n) dengan tahun tahun 

sebelumnya. 

Tabel 3.1.2 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dan Tahun (2021,2022) 

 
No 

 
Sasaran Strategis 

 
Indikator 
Kinerja 

Target Kinerja Realisasi Kinerja 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun  
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1 

 
Sasaran 1 : 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan Publik yang Prima 

 
 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

 
 

88,5% 

 
 

86,0% 

 
 

100% 

 
 

88,5% 

 
 

86,0% 

 
 

70,87% 

 
2 

 
Sasaran 2 : 
Meningkat efektifitas 
koordinasi Tugas umum 
Pemerintah Pemberdayaan 
Masyarakat desa dan Trantibun 

 
 
Prosentase 
koordinasi yang 
ditindaklanjuti 
 

88% 90% 100% 88% 90% 96,00% 

 
3 

 
Sasaran 3 : 
Meningkatnya tata Kelola 
Pemerintahan Desa yang baik 
 

 
Prosentase 
Pemerintah 
Desa yang 
melaksanakan 
Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang baik 

95 % 99 % 100 % 95 % 99 % 
90,91% 
9,09 % 

 

 

 Berdasarkan tabel diatas Perbandingan Meningkatnya kualitas pelayanan 

Publik yang Prima pada Realisasi Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun Realisasi untuk 

tahun 2021 dan 2022 sudah sesuai dengan target akan tetapi pada tahun 

2023 belum sesuai target yang diinginkan. Sehingga terlihat jelas bahwa 

penurunan  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut turun dari tahun ke 

tahun. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang ada di Kecamatan 

Baron kurang memadai dan kurang berpotensi dalam hal pelayanan pulik yang 

prima. Oleh karena itu diperlukan rangkaian kinerja yang harus ditingkatkan 

lagi dengan cara: 

1. Meningkatkan pelayanan public yang lebih baik lagi  

2. Memberikan pengarahan atau penjelasan kepada masyarakat dengan 

Bahasa atau jenis layanan yang lebih sederhana sehingga mudah 

dimengerti oleh masyarakat. 

 Berdasarkan dengan tabel diatas perbandingan meningkatnya efektifitas 

koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan masyarakat desa dan 

trantibun dari target kinerja tahun 2021 yaitu 88 %, Tahun 2022 yaitu 90 %, 

Tahun 2023 yaitu 100% dengan realisasi Kinerja Tahun 2021 mencapai 88,5%. 
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Tahun 2022 mencapai 86,0% dan Tahun 2023 mencapai 96,00 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat realisasi kinerja yang sudah sesuai denga napa 

yang ditargetkan. Akan tetapi  pada tahun 2023 realisasi kinerja mencapai 

96,00% yang menunjukkan bahwa belum sesuai target. Namun secara garis 

besar telah mengalami peningkatan. Terlaksananya koordinasi antara 

pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut sudah berjalan dengan baik 

 Berdasarkan Aplikasi EPDESKEL di Kecamatan Baron ada 10 Desa yang 

Tingkat perkembangannya Cepat Berkembang (90,91%)  dan 1 (satu) Desa 

yang berkembang (9,09%). Sasaran 3  Meningkatnya Tata Kelola 

Pemerintahan Desa yang baik dengan sasaran Tahun 2021 mencapai 95%, 

Tahun 2022 Mencapai  99%, Tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi 

Kinerja Tahun 2021 mencapai 95%, Tahun 2022 mencapai 99% dan Tahun 

2023 mencapai 100%. Peningkatan Tata Kelola Pemdes ini dimungkinkan 

karena semakin tertibnya Pemdes dalam Tata Kelola Administrasi Desa. 

A.3. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n) dengan target  Akhir pada 

dokumen Renstra. 

Tabel 3.1.3.1 

Target Kinerja Renstra 

 
No 

 
Sasaran Strategis 

 
Indikator Kinerja 

Target Renstra 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 

 
Sasaran 1 : 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan public kepada 
masyarakat 

 
 
Indek Kepuasan 
masyarakat 
 

 
 

88,5% 

 
 

86,0% 

 
 

86,7% 

 
 

88,5% 

 
 

70,87% 

 
2. 

 
Sasaran 2 : 
Meningkatnya efektifitas 
koordinasi tugas umum 
pemerinthan,pemberdaya 
an masyarakat dan desa 
serta trantibun 

 
Prosentase koordinasi 
dibidang 
Pemerintahan, 
Keamanan dan 
ketertiban Umum 
Kesejahteraan 
massyarakat sarana 
prasarana dan 
pemberdayaan 
Masyarakat yang 
ditindaklanjuti 
 

88% 90% 91% 93% 100% 

 
3. 

 
Sasaran 3 : 
Meningkatnyatata 
kelolapemerintahan desa 
yangbaik 

 
 
Prosentase 
Pemerintah Desa 
yang melaksanakan 
Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
baik 
 

95 % 99 % 100 % 100 % 100% 
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Kesimpulan : 

Berdasarkan Perbandingan realisasi  Target Kinerja Renstra Tahun 2019 sampai 

dengan Tahun 2023 dengan Tujuan Sasaran strategis, Meningkatkan sinergitas 

penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan dengan Target Kinerja tahun 2019 mencapai 

91%, Tahun 2020 mencapai  93%, Tahun 2021 mencapai 100%, Tahun 2022 mencapai 

100%, dan Tahun 2023 mencapai 100%, dengan Sasaran Strategis mencakup : 

 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang Prima dengan target kinerja 

Target Kinerja tahun 2019 mencapai 88,5%, Tahun 2020 Mencapai  86,0%, Tahun 

2021 mencapai 68,7%, Tahun 2022 mencapai 88,5%, dan Tahun 2023 mencapai 

70,87%. 

 Sasaran 2 Meningkat efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan 

Masyarakat desa dan Trantibun target kinerja Target Kinerja tahun 2019 mencapai 

88%, Tahun 2020 Mencapai  90%, Tahun 2021 mencapai 91%, Tahun 2022 mencapai 

93%, dan Tahun 2023 mencapai 100%. 

 Sasaran 3  Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dengan sasara 

mencapai tahun 2019 mencapai 95%, Tahun 2020 Mencapai  99%, Tahun 2021 

mencapai 100%, Tahun 2022 mencapai 100%, dan Tahun 2023 mencapai 100%. 

Tabel 3.1.3.2 

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 

 
No 

 
Sasaran strategis 

 
Indikator Kinerja 

 
Target tahun 
akhir Renstra 

 
Realisasi Kinerja 

tahun 2023 

 
Tingkat 

kemajuan 

1 2 3 4 5 6 

 
1 

 
Sasaran 1 : 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan public kepada 
masyarakat 
 

 
 
Indek Kepuasan 
masyarakat 

 
 

100 % 

 
 

70.87 % 

 
 

Belum 
Tercapai 

 

 
2. 

 
Sasaran 2 : 
Meningkatnya efektifitas 
koordinasi tugas umum 
pemerinthan,pemberdaya 
an masyarakat dan desa 
serta trantibun 

 
Prosentase 
koordinasi dibidang 
Pemerintahan, 
Keamanan dan 
ketertiban Umum 
Kesejahteraan 
massyarakat sarana 
prasarana dan 
pemberdayaan 
Masyarakat yang 
ditindaklanjuti 
 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 

Tercapai 
 

 
3. 

 
Sasaran 3 : 
Meningkatnyatata 
kelolapemerintahan desa 
yangbaik 

 
Prosentase 
Pemerintah Desa 
yang melaksanakan 
Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
baik 
 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 
 

Tercapai 
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Kesimpulan : 

Sesuai dengan tabel diatas (3.1.3.2) Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2023(n) 

dengan Target Akhir Renstra mencakup Tujuan Sasaran strategis, meningkatkan 

sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan, sasaran  tercapai 100%  dengan 

realisasi Restra 100% dan tingkat kemajuan tercapai, dengan sasaran meningkatnya 

kualitas Pelayanan Publik yang Prima dengan target kinerja mencapai 100 % dengan 

realisasi kinerja 100% dan tingkat kemajuan tercapai.Sasaran 2yaitu meningkatnya 

efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Trantibun,target kinerjamencapai 100 % dengan realisasi kinerja 100% dan tingkat 

kemajuan tercapai;Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dengan 

sasarantercapainyatarget kinerja, yaitu mencapai 100 % dengan realisasi kinerja 100% 

dan tingkat kemajuan tercapai. 

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan standart nasional 

(minimal dengan regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan) 

Tabel 3.1.4 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun berkenaan 2023 dengan Standart Nasional 

 
No 

 
Sasaran strategis 

 
Indikator Kinerja 

 
Standart 
Nasional  

Realisasi 
Kinerja tahun 

2023 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
Sasaran 1 : 
Meningkatnyakualitaspelayanan 
administrasi terpadu  Kecamatan 
 

 
 
IndeksKepuasan Masyarakat(IKM)  

 
 

83,57% 

 
 

70,87% 

 

Kesimpulan : 

Sesuai dengan tabel diatas (3.1.4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023  dengan 

Standart Nasional Propinsi Jawa Timur sebesar 83,57% dibandingkan dengan realisasi 

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Baron sebesar 70,87% dalam hal ini 

menunjukkan bahwa realisasi kinerja Kecamatan Baron belum mencapai standart 

Propinsi Jawa Timur yang kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi realisasi Indeks 

Kepuasan Masyarakat ini hingga mencapai dan melebihi Standart Propinsi Jawa Timur.  
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A.5. Analisis Keberhasila/Kegagalan Capaian Kinerja  

Tabel 3.1.5 

Analisis Keberhasila/Kegagalan Capaian Kinerja 

 
No 

 
Sasaran strategis 

 
Indikator Kinerja 

 
Capaian 

Kinerja (%) 

 
Tercapai/Tidak 

Tercapai 

1 2 3 4 5 

 
1 

 
Sasaran 1 : 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan public kepada 
masyarakat 
 

 
 
Indek Kepuasan masyarakat 

 
 

70,87% 

 
 
Tidak Tercapai 

 
2. 

 
Sasaran 2 : 
Meningkatnya efektifitas 
koordinasi tugas umum 
pemerinthan,pemberdaya 
an masyarakat dan desa 
serta trantibun 

 
 
Prosentase koordinasi 
dibidang Pemerintahan, 
Keamanan dan ketertiban 
Umum Kesejahteraan 
massyarakat sarana prasarana 
dan pemberdayaan Masyarakat 
yang ditindaklanjuti 
 

96% 

 
 
 
 
 
Tercapai 

 
3. 

 
Sasaran 3 : 
Meningkatnyatata 
kelolapemerintahan desa 
yangbaik 

 
 
Prosentase Pemerintah Desa 
yang melaksanakan Tata 
Kelola Pemerintahan yang 
baik 
 

90,91% 

 
 
 
Tercapai 

 

Kesimpulan : 

Sesuai dengan tabel diatas (3.1.5) Perbandingan Analisis Keberhasila/Kegagalan 

Capaian Kinerja Tujuan Sasaran strategis Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan 

tugas-tugas Kecamatan, dalam meningkatkan standart nasional mencapai 100%  

dengan realisasi kinerja Tercapai, dengan Sasaran 1 (satu)  

Meningkatnyakualitaspelayanan publickepadamasyarakatstandart nasional mencapai 

100%  dengan realisasi kinerja Tercapai. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya efektifitas 

koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat desa dan 

Trantibunstandart nasional mencapai 100% dengan realisasi kinerja Tercapai, sasaran 

3 (tiga) Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik. standart nasional 

mencapai 100% dengan realisasi kinerja Tercapai 
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A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya  

Tabel 3.1.6 

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya 

 
No 

 
Sasaran strategis 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Capaian 
Kinerja  

(%) 

 
Realisasi 
Anggaran 

(%) 

 
Tingkat 
Efisiensi 

 

1 2 3 4 5 6 
 
1 

 
Tujuan :  
Meningkatkansinergitas 
penyelennggaraantugas-
tugaskecamatan 

 
 
Nilai Sinergritas 
Penyelenggaran 
Pemerinrtahan 
Kecamatan  

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
2. 

 
Sasaran 1 : 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan public kepada 
masyarakat 
 
 
 
 
 

 
 
Indek Kepuasan 
masyarakat 

 
 

100% 

 
 

70,87% 

 
 

29,13% 

 
3. 

 
Sasaran 2 : 
Meningkatnya efektifitas 
koordinasi tugas umum 
pemerinthan,pemberdaya 
an masyarakat dan desa 
serta trantibun 

 
Prosentase 
koordinasi dibidang 
Pemerintahan, 
Keamanan dan 
ketertiban Umum 
Kesejahteraan 
massyarakat sarana 
prasarana dan 
pemberdayaan 
Masyarakat yang 
ditindaklanjuti 
 

100% 
 

91% 

 
 
 
 
 
 

9% 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 
Sasaran 3 : 
Meningkatnyatata 
kelolapemerintahan desa 
yangbaik 

 
 
Prosentase 
Pemerintah Desa 
yang melaksanakan 
Tata Kelola 
Pemerintahan yang 
baik 
 

100 % 100 % 

 
 
 
 

0% 

 

Kesimpulan : 

Analisis Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdayapada tabel diatas sesuai tujuan 

Meningkatkansinergitaspenyelennggaraantugas-tugaskecamatan mencapai target 

kinerja 100%, dengan sasaran 1.  IKM 68,7%, sasaran 2 Meningkatnya efektifitas 

koordina situgas umum pemerinthan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta 

trantibun 91 % dan sasaran 3 Meningkatnyatata kelolapemerintahan desa yangbaik 

100% 

 

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan 
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Tabel 3.1.7 

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan 

 
No 

 
Sasaran strategis 

 
Indikator 
Kinerja 

 
Program/ 
Kegiatan 

 
Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan  

 
Capaian Kinerja 
Program/Kegiat

an (%) 
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 

 

Tujuan :  
Meningkatkansinergitas 
penyelennggaraantugas

-tugaskecamatan 

 

 
Nilai Sinergritas 
Penyelenggaran 

Pemerinrtahan 
Kecamatan  

 

 
ProgramPenunjangU
rusanPemerintahan

DaerahKabupaten/ 
Kota 

 

 
Nilai Sinergritas 
Penyelenggaran 

Pemerinrtahan 
Kecamatan  

 

 
100% 

 

2. 

 

Sasaran 1 : 
Meningkatnya kualitas 
pelayanan public 

kepada 
masyarakat 
 

 

 
Indek Kepuasan 
masyarakat 

 

Programpenyelengg
araanpemerintahand

anpelayananpublik 

 

 

 
Indek Kepuasan 
masyarakat 

 

 
70,87% 

 
3. 

 
Sasaran 2 : 
Meningkatnya efektifitas 

koordinasi tugas umum 
pemerinthan,pemberda
ya 

an masyarakat dan 
desa 
serta trantibun 

 
Prosentase 
koordinasi 

dibidang 
Pemerintahan, 
Keamanan dan 

ketertiban 
Umum 
Kesejahteraan 

massyarakat 
sarana 
prasarana dan 

pemberdayaan 
Masyarakat 
yang 

ditindaklanjuti 
 

 

Programpemberdaya
anmasyarakatdesad

ankelurahan 

 
Programkoordinasike
tentramandanketertib
anumum 

 

 
Prosentase koordinasi 
dibidang Pemerintahan, 

Keamanan dan 
ketertiban Umum 
Kesejahteraan 

massyarakat sarana 
prasarana dan 
pemberdayaan 

Masyarakat yang 
ditindaklanjuti 
 

91% 

 

4. 

 

Sasaran 3 : 
Meningkatnyatata 
kelolapemerintahan 

desa yangbaik 

 

 
Prosentase 
Pemerintah 

Desa yang 
melaksanakan 
Tata Kelola 

Pemerintahan 
yang baik 
 

 

Programpenyelen
ggaraanurusanpe
merintahanumum 

 
Program 
pembinaan 

danpengawasanp
emerintahandesa 
 

 

 
Prosentase Pemerintah 
Desa yang 

melaksanakan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang baik 

 

100 % 

 

Kesimpulan : 

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada tabel diatas 

sesuai tujuan Meningkatkan sinergitas penyelennggaraan tugas-tugas kecamatan 

mencapai target kinerja 100%, dengan sasaran 1.  IKM 68,7%, sasaran 2 Meningkatnya 

efektifitas koordinasi tugas umum pemerinthan, pemberdayaan masyarakat dan desa 

serta trantibun 91 % dan sasaran 3 Meningkatnyatata kelola pemerintahan desa yang 

baik 100% 
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B. Realisasi Anggaran 

Tabel 3.2 

Realisasi Anggaran Tahun 2023 

 
No 

 
Program Kegiatan  

Sub Kegiatan 
 

 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

 
Realisasi 
Anggaran 

 
Sisa Anggaran 

 
Penyerapan 
Anggaran 

1 2 3 4 5 6 
 
1 
 
 

 

 
ProgramPenunjangUrus
anPemerintahanDaerah
Kabupaten/Kota 

 
2.823.823.119,00 

 
2.319.193.880,00 

 
504.629.739,00 

 
82,14 

Perencanaan,Penganggaran
,danEvaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 
1.014.000,00 

 
1.014.000,00 

 
0 

AdministrasiKeuanganP
erangkatDaerah 

 
2.473.306.000,00 

 
2.014.000.444,00 

 
459.305.556,00 

PenyediaanGajidanTunjang
anASN 

 
2.471.035.000,00 

 
2.011.729.444,00 

 
459.305.556,00 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
LaporanKeuangan Akhir 
Tahun SKPD 

 
1.537.500,00 

 
1.537.500,00 

 
 

0 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
LaporanKeuanganBulanan/
Triwulanan/SemesteranSK
PD 

 
733.500,00 

 
733.500,00 

 
0 

Administrasi Kepegawaian 
PerangkatDaerah 

 
9.402.500,00 

 
9.402.500,00 

 
0 

AdministrasiUmumPeran
gkatDaerah 

 
80.090.619,00 

 
68.977.500,00 

 
11.113.119,00 

Penyediaan Komponen 
InstalasiListrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

 
21.006.800,00 

 
20.671.800,00 

 
335.000,00 

 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasidan Konsultasi 
SKPD 

 
20.810.000,00 

 
18.704.500,00 

 
2.105.500,00 

PengadaanBarangMilikD
aerahPenunjangUrusanP
emerintahDaerah 

 
93.178.200,00 

 
93.178.200,00 

 
0 

PengadaanMebel 27.071.500,00 27.071.500,00 0 
PengadaanPeralatandan
MesinLainnya 

66.106.700,00 66.106.700,00 0 

PenyediaanJasaPenunjangU
rusanPemerintahanDaerah 

77.620.000,00 60.209.908,00 17.410.092,00 

PenyediaanJasaSuratMenyur
at 

44.020.000,00 39.730.000,00 4.290.000,00 

PenyediaanJasaKomunikasi,
SumberDaya Air dan Listrik 

33.600.000,00 20.479.908,00 13.120.092,00 

Pemeliharaan Barang Milik 
DaerahPenunjang Urusan 
PemerintahanDaerah 

 
89.211.800,00 

 
72.410.828,00 

 
16.800.972,00 

PenyediaanJasaPemeliharaa
n,BiayaPemeliharaan, Pajak 
dan PerizinanKendaraan 
Dinas Operasional 
atauLapangan 

 
32.694.150,00 

 
32.612.210,00 

 
81.940,00 

PemeliharaanMebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0 
Pemeliharaan Peralatan 
dan MesinLainnya 

8.150.000,00 8.150.000,00 0 

Pemeliharaan/RehabilitasiG
edungKantor dan 
Bangunan Lainnya 

45.367.650,00 28.648.618,00 16.719.032,00 

 
2 

 

PROGRAMPENYELENG
GARAANPEMERINTAH
ANDANPELAYANANPU
BLIK 

 
90.864.000,00 

 
83.226.400,00 

 
7.637.600,00 

 
91,59% 

KoordinasiPenyelenggar
aanKegiatanPemerintaha
ndiTingkatKecamatan 

 
84.065.000,00 

 
6.875.000,00 

 
7.190.000,00 

Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan 
danPelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahandengan 
Perangkat Daerah 

 
84.065.000,00 

 
76.875.000,00 

 
7.190.000,00 



 
 

 29 

danInstansi Vertikal 
Terkait 

Koordinasi Pemeliharaan 
Prasaranadan Sarana 
Pelayanan Umum 

5.772.600,00 5.325.000,00 447.600,00 

Koordinasi/Sinergi dengan 
PerangkatDaerah dan/atau 
Instansi Vertikalyang 
Terkait dalam 
PemeliharaanSarana dan 
Prasarana PelayananUmuM 

 
 

5.772.600,00 

 
 

5.325.000,00 

 
 

447.600,00 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahanyang 
Dilimpahkan kepada 
Camat 

1.026.400,00 1.026.400,00 0 

Pelaksanaan Urusan 
PemerintahanyangTerkait
denganKewenanganLain 
yang Dilimpahkan 

 
1.026.400,00 

 
1.026.400,00 

 
0 

 
3 

 

PROGRAMPEMBERDAY
AANMASYARAKATDES
ADANKELURAHAN 

 

 
21.108.350,00 

 
18.901.800,00 

 
2.206.550 

 
89,55 % 

Koordinasi Kegiatan 
PemberdayaanDesa 

 
21.108.350,00 

 
18.901.800,00 

 
2.206.550,00 

PeningkatanPartisipasiMa
syarakatdalam Forum 
MusyawarahPerencanaan
PembangunandiDesa 

 
8.851.800,00 

 
8.101.800,00 

 
750.000,00 

Sinkronisasi Program 
Kerja 
danKegiatanPemberdayaa
nMasyarakatyangDilakuka
nolehPemerintahdanSwast
adiWilayahKerjaKecamata
n 

 
12.256.550,00 

 
10.800.000,00 

 
1.456.550,00 

 
4 

 

PROGRAMKOORDIN
ASIKETENTRAMAND
ANKETERTIBANUMU
M 

 

 
21.054.800,00 

 
20.819.800,00 

 
235.000,00 

 
98,88% 

Koordinasi Upaya 
PenyelenggaraanKetentera
mandanKetertibanUmum 

 
21.054.800,00 

 
20.819.800,00 

 
235.000,00 

SinergitasdenganKepolisia
nNegaraRepublikIndonesia,
TentaraNasionalIndonesia 
dan Instansi Vertikal 
diWilayahKecamatan 

 
21.054.800,00 

 
20.819.800,00 

 
235.000,00 

 
5 

 
PROGRAMPENYELENG
GARAANURUSANPEME
RINTAHANUMUM 

 

 
159.585.500,00 

 
154.195.000,00 

 
5.390.500,00 

 
96,62% 

PenyelenggaraanUrusan
PemerintahanUmumSesu
aiPenugasan Kepala 
Daerah 

 
159.585.500,00 

 
154.195.000,00 

 
5.390.500,00 

Pembinaan Wawasan 
Kebangsaandan 
Ketahanan Nasional 
dalamrangka 
Memantapkan 
PengamalanPancasila, 
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara 
RepublikIndonesiaTahun
1945,PelestarianBhinneka 
Tunggal Ika 
sertaPemertahanan dan 
PemeliharaanKeutuhan 
Negara Kesatuan 
RepublikIndonesia 

 
159.585.500,00 

 
154.195.000,00 

 
5.390.500,00 

 
6 

 

PROGRAM PEMBINAAN 
DANPENGAWASANPEM
ERINTAHANDESA 

 

 
17.164.300,00 

 
15.362.500,00 

 
1.801.800,00 

 
89,50 % 

Fasilitasi, Rekomendasi 
danKoordinasi Pembinaan 
danPengawasan 
Pemerintahan Desa 

 
17.164..300,00 

 
15.362.500,00 

 
1.801.800,00 

Fasilitasi Administrasi    
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TataPemerintahanDesa 9.688.400,00 8.900.000.00 788.400,00 
Fasilitasi Penyusunan 
PerencanaanPembangunan
Partisipatif 

 
7.475.900,00 

 
6.462.500,00 

 
1.013.400,00 

 

 

 

TOTAl 

 

 

 
3.133.600.069,00 

 
 
 

2.611.698.880,00 

 
 
 

521.901.189,00 
 

 
 
 

83,34 

Keterangan  

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota 

Program Kegiatan Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang mencakup 

dari beberapa kegiatan/sub kegiatan dengan anggaran Rp 2.823.823.119,00 

terrealisasi 2.319.193.880,00 atau 82,14 %. Pada program ini terdapat Kegiatan-

kegiatan, diantaranya :  

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

b. PenyediaanJasaPenunjangUrusanPemerintahanDaerah 

c.   Administrasi Umum Perangkat Daerah 

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Programpenyelenggaraanpemerintahandanpelayananpublik 

Koordinasi Penyelenggaran kegiatan di tingkat kecamatan dalam 

rangka koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait 

dengan anggaran Rp90.864.000,00 terrealisasi Rp83.226.400,00 atau 

91,59% 

 

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam rangka Peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam forum musyawaran Perencanaan pembangunan di desa serta 

Sikronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

oleh pemerintah dan swasta diwilayah Kecamatan Baron dengan dengan anggaran 

Rp. 21.108.350,00 terealisasi Rp. 18.901.800,00 atau sebesar 89,55% 

 

i. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

dalam rangka Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 
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dengan anggaran Sebesar Rp21.054.800.00 terealisasi sebesar 

Rp20.819.800,00 atau 98,88% 

 

ii. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah. Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam 

rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar 

Negara republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta 

pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara dengan anggaran 

Rp.159.585.500,00 terealisasi sebesar Rp.154.195.800,00 atau 96,62% 

 

iii. Program pembinaan danpengawasanpemerintahandesa 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dalam rangka  

penyelenggaraaan urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala 

Daerah dengan Anggaran Rp.17.164.300,00 terrealisasi Rp.15.362.500,00 atau             

89,50 % 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. KESIMPULAN  

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang 
menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis Kinerja pada suatu 
organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan dalam pelayanan publik, 
setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas  kinerja 
institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. 

Laporan kinerja Kecamatan Baron merupakan Laporan pertanggungjawaban atas 
pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu Rencana Strategis Tahun 2018-2023. 

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Baron mengacu pada P{eraturan Presiden 
no 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta 
sesuai Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mempunyai Indikator Kinerja Utama yaitu 
Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, untuk indikator tersebut 
telah mencapai target yang diharapkan sehingga sasaran meningkatnya kualitas e-
Goverment yang efisien dan meningkatnya keterbukaan informasi publik. 

4.2 SARAN 

 Guna meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang harus dilakukan antara 
lain : 
1. Melaksanakan evaluasi dan tindaklanjut setiap tribulan terhadap kegiatan; 
2. Meningkatkan perencanaan anggaran dan rencana aksi kegiatan yang lebih fokus 
3. Melakukan re-orientasi terhadap Program/Kegiatan/Subkegiatan yang kurang tepat 

sasaran  dan singkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja; 
4. Menguatkan Komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan 

Kinerjannya 

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) 

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tahun 2023masih jauh dari sempurna, oleh 

karenanya saran maupun masukan serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami 

butuhkan demi menyempurnakan laporan kami padatahun berikutnya. 

 

Nganjuk, 12 Januari 2024 

CAMAT BARON 

 

 

 
GUNAWAN WIBISONO, S.STP 
PEMBINA 
NIP. 198107102000121001 
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Lampiran – Lampiran 
 

1. Perjanjian Kinerja  
2. Indikator Kinerja Utama 
3. Dokumen Penganggaran (ikhtisar DPA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERJANJIAN KINERJA 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 
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 38 
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DOKUMEN PENGANGGARAN (IKHTISAR DPA) 
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 43 
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Progress EPDESKEL  

Kecamatan Baron 

No. Tahun Provinsi Kabkota Kecamatan Desa STATUS 
Bidang 

Pemerintahan 
Bidang 

Kewilayahan 
Bidang 

Kemasyarakatan 
Nilai 

Tingkat 
Perkembangan 

   
1 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Sambiroto DESA 220 86 199 505 Cepat Berkembang 

   

2 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Gebangkerep DESA 197 52 181 430 Berkembang 
   

3 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Baron DESA 214 91 180 485 Cepat Berkembang 
   

4 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Waung DESA 227 95 209 531 Cepat Berkembang 
   

5 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Kemlokolegi DESA 222 58 178 458 Cepat Berkembang 
   

6 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Kemaduh DESA 212 77 188 477 Cepat Berkembang 
   

7 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Garu DESA 202 74 198 474 Cepat Berkembang 
   

8 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Jekek DESA 214 98 189 501 Cepat Berkembang 
   

9 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Katerban DESA 211 71 195 477 Cepat Berkembang 
   

10 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Mabung DESA 214 75 199 488 Cepat Berkembang 
   

11 2023 JAWA TIMUR KAB. NGANJUK Baron Jambi DESA 215 77 183 475 Cepat Berkembang 
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